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Jumlah Bentuk Permohonan Permohonan
. I u Informasi Waktu yang ) ) Alasan
NO Bulan Informasi Yang Diminta Permohonan Y. . . . Informasi yang | Informasi yang
. ang Dikuasai | diperlukan . . Penolakan
Informasi dikabulkan ditolak
Soft Hard

1. | Januari Permintaan data kegiatan/event nasional dan internasional tahun 2025

Permintaan data untuk penyusunan provinsi sumatera barat dalam angka

tahun 2025 4 N - 7 Hari 4 - -

Permintaan Data tarif angkutan barang di wilayah provinsi Sumatera Barat

Data laporan paket pekerjaan yang tidak sesuai tahun 2024
2. | Februari
3. | Maret
4. | April Permohonan infromasi publik )

1 3 Hari 1 - -
5. | Mei
6. | Juni Permintaan data populasi internal dan eksternal E-SPJ tahun 2025 _ Termasuk
. . 2 v - 1 Hari 1 1

Permintaan data pegawai DIK
7. | Juli Permintaan data dalam rangka memenuhi permintaan ditintelkam polda

sumbar

Permintaan data pemilik dan pengusaha angkutan di wilayah Sumatera 3 v - 5 Hari 3 - -

Barat

Permintaan data spasial jalan dan LHR
8. | Agustus Permintaan data untuk perhitungan indeks ketahanan air wilayah sungai 1 ¥ 1



https://dishub.sumbarprov.go.id/

Bentuk

Jumlah Informasi Waktu van Permohonan Permohonan Alasan
NO Bulan Informasi Yang Diminta Permohonan . . . Yang | hformasi yang | Informasi yang
. Yang Dikuasai | diperlukan . . Penolakan
Informasi dikabulkan ditolak
Soft Hard

9. | September Permintaan data dari sekretariat daerah 1 ¥ 1
10. | Oktober Permohonan permintaan data muzaki unit pengumpulan zakat (UPZ) 1 ¥ 1
11. | November
12. | Desember Permintaan data pelaksanaan pekerjaan tahun 2025

Permintaan data calendar of events 2026 3 y 4 Hari 3

Permintaan data standar pelayanan untuk SMU pada TPT dan PBM dan

Perizinan SPM

- TOTAL 16 15 1

KETERANGAN:

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Selama periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2025, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat menerima sebanyak 16 (enam belas) permohonan

informasi publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 (lima belas) permohonan informasi dapat dikabulkan dan diberikan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang tidak dapat dikabulkan, yaitu permintaan data pegawai. Permohonan tersebut ditolak karena informasi yang

diminta mengandung data pribadi yang termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi

publik dan perlindungan data pribadi.




Dengan demikian, tingkat pemenuhan permohonan informasi publik pada tahun 2025 mencapai 93,75%, sedangkan tingkat penolakan permohonan informasi publik
sebesar 6,25%. Hal ini menunjukkan komitmen PPID Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan informasi publik secara terbuka, cepat,

tepat, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.






